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KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus
diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan
keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat
melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan
ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk
mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan
otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam
melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan
efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama
menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalis
pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya
secara ringkas meliputi konsep dan defenisi dasar, formulasi dan
contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan
interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai
tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris Yyaitu
lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri,
efisiensi perbankan, perkembangan inkluisi keuangan, struktur
ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis
ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar
ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas
ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah
yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta
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penilaian kinerja keuangan daerah. Bab 3 membahas mengenai
lingkungan dan pembangunan, yang meliputi hubungan antara
lingkungan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan serta
kebijakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang
berwawasan lingkungan. Bab 4 membahas mengenai determinan dan
struktur upah pekerja.

Pada bab 5 membahas mengenai potensi aglomerasi industri
kecil di Sumatera Selatan baik ditinjau dari skala ekonomi, biaya
bahan baku dan pemasaran serta upah pekerja. Bab 6 menyajikan
informasi mengenai efisiensi perbankan. Bab 7 membahas mengenai
perkembangan inkluisi keuangan Sumatera Selatan. Bab 8 membahas
mengenai dana desa serta kontribusinya terhadap pengurangan
kemiskinan dan perkembangan wilayah.

Buku ini dikemas sedemikian rupa agar dapat memudahkan
para pembaca dalam memahami Indikator Pembangunan Ekonomi
dan Keuangan Daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan buku
ini, yang telah bersedia menyumbangkan ide, pikiran, waktu dan
tenaga sehingga pada akhirnya buku ini dapat selesai dan diterbitkan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis
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BAB VIII
DANA DESA: PERSPEKTIF PENGENTASAN

KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Oleh:
Sukanto, Azwardi dan Wika Indriani

1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan, dekotomi pembangunan daerah selalu menjadi
batu sandungan dalam proses pembangunan itu sendiri. Selama ini,
pembangunan yang dilakukan cenderung ke wilayah perkotaan
dibandingkan wilayah perdesaan atau dikatakan sebagai urban bias
(chambers, 1987), dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Tidak heran
kalau kemajuan wilayah perkotaan dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia selalu menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Namun, fokus pembangunan pada wilayah perkotaan yang ditandai
oleh meningkatnya sektor industri tidak disertai oleh transformasi
sektor pertanian ke industri. Konsekuensinya terjadi dekotomi antara
Kawasan Barat dan Timur Indonesia, antar Pulau Jawa-Luar Jawa,
Kawasan Wilayah Perbatasan, dan Desa-Kota. Proses pembangunan
ini menyebabkan jebakan kemiskinan di wilayah-wilayah perdesaan
(Fauzi, 2010).

Pemerintah sangat fokus memperhatikan kondisi tersebut, hal
ini ditandai dengan mulainya pembangunan wilayah-wilayah
pinggiran (periphery) sejak tahun 1990-an. Beberapa progam
dilakukan pemerintah seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT),
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Program Pengembangan Terpadu Antar Desa, Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Alokasi Dana Desa.
Program-program diluncurkan oleh pemerintah guna mengembangkan
wilayah perdesaan untuk mempersempit disparitas desa-kota sehingga
diharapkan sebagian masalah perdesaan dapat diatasi. Namun,
pembangunan desa yang dilakukan masih menjadikan desa sebagai
objek pembangunan bukan sebagai subjek. Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan menyebabkan beberapa
program tersebut menjadi belum optimal. Perhatian besar terhadap
kemajuan desa dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah menekankan pentingnya
partisipasi desa sehingga muncul slogan desa membangun sebagai
otokritik terhadap membangun desa.

Pembangunan wilayah perdesaan dinilai sangat berpotensi
dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan, baik dari aspek
ekonomis, politis, maupun sosial masyarakat. Dalam upaya untuk
menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi kesenjangan, dan
mengentaskan kemiskinan Pembangunan wilayah perdesaan diperkuat
oleh pemerintahan Jokowi melalui Program Nawacita, salah satunya
membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Gurning, 2020:1).

Masalah kesenjangan dan kemiskinan menjadi isu sentral
dalam setiap rezim. Data Bada pusat Statistik, menunjukkan jumlah

penduduk miskin sebesar 2642 juta jiwa sementara itu, jumlah

penduduk miskin di wilayah perkotaan sebesar 11,16 juta jiwa (7,38
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persen) pada bulan maret 2020 dan penduduk miskin wilayah
perdesaan sebesar 15,26 juta jiwa (12,82 persen) pada bulan maret
2020.

Secara lebih umum tren kemiskinan di wilayah perdesaan, dan
perkotaan di Indonesia pada tahun 2015-2019 menunjukan penurunan
(Gambar 1.1), akan tetapi memasuki tahun 2020 persentase penduduk
miskin terlihat meningkat. Secara detail dapat digambarkan, tahun
2015, terdapat 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,13 persen penduduk
miskin di Indonesia. Memasuki tahun 2018, persentase penduduk
miskin menurun satu digit yaitu sebesar 9,66 persen, demikian pula
tahun 2019 sebesar 9,22 persen, dan tahun 2020, tingkat kemiskinan
meningkat menjadi 9,78 persen. Kondisi ini sebabkan oleh adanya
permasalahan pandemi Covid-19 yang Sampabsaat ini belum
menunjukan tren penurunan sehingga pemerintah memutuskan untuk
menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang
mengharuskan masyarakat untuk tetap berada dbrumah dan
melakukan pekerjaan secara Work From Hone (WFH) dan melakukan
aktivitas terbatas di luar rumah hanya untuk keperluan yang
mendesak, hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat
yang bekerja di sektor informal. Trade-off kebijkan PSBB dirasakan
dampaknyaoleh pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, satu
sisi harus harus tetap berada dirumah, namun sisi lain harus

memenuhi kebutuhan hidupnya.
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Gambar 8.1 Tren Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2020 (persen)

Bila dilihat secara spasial antara desa-kota kemiskinan di desa
relatif lebih tinggi. Pada tahun 2015 kemiskinan di desa sebesar 1409
persen dan menurun menjadi 12,60 persen sedangkan kemiskinan di
perkotaan pada periode yang sama masing-masing sebesar 882
persen dan 6,56 persen. Fakta ini sekaligus menguatkan bahwa adanya
ketimpangan antar wilayah desa-kota.

Sebagai solusi bagi peubahan sosial, desa memiliki posisi yang
strategis dalam basis pembangunan. Dalam hal ini pemerintah
Indonesia menciptakan implikasi berupa kebijakan transfer dana dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke pemerintah Desa. Dalam
kerangka membangun otonomi desa, segala bentuk urusan
pemerintahan Desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal
pengolahan keuangan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
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tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sehingga menjadikan desa sebagai prioritas
pembangunan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan
kemandirian Desa melalui program-program dan kegiatan

pembangunan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa

(Arfiansyah, 2020:3).

70 72
60 60
60
46.98
20.7
0 |IIII

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dana Desa [ Triliun
Pd (W8] I ¥y
= ] (e (e

s
aw]

Sumber: Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015-2020
Gambar 8.2 Rincian Dana Desa Tahun 2015-2020 (Triliun Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan Dana Desa dari
tahun 2015-2020, secara umum jumlah dana desa mengalami
peningkatan setiap tahun dengan rata peningkatan ﬁesar 34,8 persen
per tahun. Pada tahun 2015, Dana Desa sebesar 20,7 triliun dengan
rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 Juta, dan

tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 60 triliun dengan
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rata-tara setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 720 Juta.
Kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 72 ftriliun
dengan alokasi perdesa sebesar Rp 662 Juta (Kemenkeu, 2017).
Besaran jumlah dana desa yang dikucurkan ke desa diyakini akan
mampu meningkatkan kesejahteraan dan mampu berkontribusi dalam

pengembangan wilayah desa.

2. Tinjauan Literatur
Pendekatan pengembangan wilayah lebih bersifat spatial dan menjadi
jembatan untuk melihat apakah perencaanyang dilakukan selaras
dengann tata ruang (Muta’ali, 2014). Perkembangan wilayah desa
dapat menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan
regional. Dalam pengertian pengembangan wilayah dalam kajian ini
dilihat dari aspek peningkatan status desa. Status desa menggunakan
IDM relatif telah mencerminkan pengembangan wilayah berdasarkan
dua pendekatan tersebut. Sementara itu, Lowe et.al (1998)
mengungkapkan pembangunan perdesaan yang bersifat endogenous.
Ciri pembangunan dengan menggunakan pedekatan ini adalah: prinsip
kunci SDA vyang speﬁik, menjadi faktor penentu pembangunan
berkelanjutan, adanya kekuatan dinamis berupa insiatif lokal dan
kewirausaaan, fungsi wilayah perdesaan berupa layanan yang
beragam, pengembangan kapasitas dan mengatasi social exclusion
(keterasingan sosial), dan identifikasi masalah perdesaan seperti
adanya keterbatasan kapasitas.

Deaton & Nelson (1992) mengemban%kan teori pembangunan

desa, dimana pembangunan diartikan sebagai alokasi fisik, sosial, dan
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sumber daya manusia dalam pola spasial yang menyediakan
kemungkinan-kemungkinan untuk: menyediakan pendapatan untuk
seluruh anggota keluarga, pendidikan, kewirausahaan, tenaga kerja,
dan kewarganegaraan, akses terhadapa pelayanan kesehatan,
pengembangan ekonomi regional dan ekonomi masyarakat yang
mampu menciptakan kesempatan ekonomi baru, kepemimpinan dan
struktur organisasi yang mampu menjamin ekonomi dan kesehatan
sosial, lingkungan dan sumber daya alam yang sehat. Kalau demikian
pembangunan perdesaan bersifat multidimensi. Glickman (1960),
menyataan efek ganda di perdesaan dapat diciptakan oleh permintaan
sektor di luar perdesaan da juga belanja publik serta transformasi ke
perdesaan, oleh karena itu dipandang perlu adanya stimulus baik
berupa kemudahan/akses ke desa maupun arus modal yang masuk ke
desa guna meningkatkan penghidupan di perdesaan. Pembangungan
perdesaan sangatlah penting seperti yang diungkapkan Xiaoping
(1978) bila ingin menguasai suatu negara kuasailah desa. Artinya
perdesaan identik dengan pertanian sangatlah penting bagi
kelangsungan sebuah bangsa.

Pembangunan wilayah atau desa, membutuhkan pembiayaan
baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber pembiayaan
eksternal bersumber dari APBN dan APBD melalui dana transfer
keuangan pusat-daerah dan desa. Peran pemerintah yang memiliki
fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Musgrave, 1989). Fungsi
distribusi mengharuskan pemerintah menciptakan pemerataan dan

keadilan, dalam rangka fungsi tersebut salah satunya dengan transfer
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dana melalui dana desa sehingga diharapkan kesenjangan antar
wilayah/desa bisa dipersempit.

Dana desa yang dikucurkan ke desa-desa setidaknya telah
mampu menurunkan kemiskinan di desa Azwardi & Sukanto (2014),
Gurning (2020), dan Arfiansyah, (2020). Dilihat dari manfaat dana
desa, Saggaf et al (2018) mengungkapkan dana desa sangat
bermantfaat bagi peningkatan status desa dan peingkatan kesjahteraan
masyarakat desa. Namun, dijumpai pula beberapa kajian yang
menunjukkan beberapa desa masih sulit berkembang walaupun dana
desa telah dikucurkan (Tambunan er al, 2020). Bahkan dana desa
tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan
kemiskﬁn (Gusti, Agustar & Osmet, 2020).

Menurut Bank Dunia kemiskinan adalah hal yang berkenaan
dengan ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu berobat
kedokter, tidak mampu untuk sekolah, dan tidak tahu baca tulis, tidak
memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki akses air bersih. Kemiskinan
merupakan suatu keadaan/kondisi yang dialami seseorang dimana ia
tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal
kebutuhan pokok lainnya. Definisi kemiskinan dapat dipilih menjadi
dua aspek, yaitu aspek primer, meliputi miskin berupa harta (aset),
pengetahuan, organisasi politik, dan keterampilan, sedangkan aspek
sekunder, meliputi kemiskinan terhadap sumber-sumber keuangan,
jaringan sosial, dan informasi (Arsyad, 2010: 299).

Masalah kemiskinan sangatlah kompleks, Nurse dalam Sagir
(2009) mengungkapkan adanya lingkaran kemiskinan (the vicious

circle of poverty). Masyarakat perdesaan kekurangan modal yang
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berdampak pada produktivitas rendah, rendahnya produktivitas
berakibat pada pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah
berpengaruh pada tabungan juga rendah dan investasi rendah. Di lain
pihak, kekurangan investasi SDM berdampak ke penguasaan IPTEK
yang rendah dan produktivitas turun, hal tersebut memperburuk
kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah baik
pusat maupun daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Secara garis besar faktor penyebab kemiskinan dapat
dijelaskan sebagai berikut: 1) kemiskinan alami (natural), kemiskinan
yang disebabkan kondisi geografis wilayah seperti keadaan alam yang
gersang, sulit dijangkau (pengunungan, rawa dan lain sebagainy%
Misalnya desa-desa miskin di kaki gunung, dan wilayah perairan. 2).
Kemiskinan budaya (cultural), kemiskinan yang disebabkan kondisi
sosial budaya penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. 3).
Kemiskinan struktur (structural) merupakan  kemiskinan yang
disebabkan keadaan struktur pemerintahan, struktur pendistribusian
fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin

sebagai hasil dari kebijakan pemerintah.

3. Hasil Kajian

Wilayah perdesaan di Indonesia masih memiliki jumlah penduduk
miskin lebih banyak di bandingkan dengan wilayah perkotaan,
sehingga tidak jarang banyak yang beranggapan bahwa perdesaan
merupakan penyumbang utama terhadap angka kemiskinan secara
nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka

kemiskinan di perdesaan, salah satunya dikarenakan keterbatasan

235




lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja, sektor pertanian menjadi
tumpuan utama penyerapan tenaga kerja, rendahnya kepemilikan
lahan usaha tani sehingga banyak yang menjadi buruh dengan upah
yang rendah, serta masyarakat wilayah perdesaan cenderung memiliki
pengetahuan dan skill yang rendah (Gusti et al., 2020:2). Deaton dan
Nelson (1992) menyatakan pembangunan wilayah perdesan tercermin
dari alokasi fisik (infrastruktur), sosial dan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, tidak heran bila fokus pembangunan wilayah
perdesaan adalah infrastruktur fisik, sosial dan sumberdaya manusia.
Ketiga unsur ini tercermin dari dimensi pembentuk Indeks Desa
Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan ekonomi, sosial dan
lingkungan.

Prioritas penggunaan Dana Desa diatur berdasarkan
Permendesa PDTT, dengan memperhatikan  prinsip-prinsip
ﬁenggunaan Dana Desa, vyaitu 1) Prinsip keadilan, dengn
mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa
membeda-bedakannya, 2) Prinsip kebutuhan prioritas, yaitu dengan
mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih
dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar
masyarakat Desa, 3) Prinsip Kewenangan Desa, dengan
mengutamakan kewenangan hak asasi usul dan kewarganegaraan lokal
berskala Desa, 4) Prinsip partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa
dan kreativtas masyarakat, 5) Prinsip Swakelola dan berbasis sumber
daya Desa, pelaksnaan secara mandiri melalui pendayagunaan
sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan

keterampilan warga desa dan kearifan lokal, 7) Prinsip Tipologi Desa,
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yaitu dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang
khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Selain itu, prioritas dana desa diarahkan untuk pengadaan,
pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, 1) Sarana dan
prasarana Desa seperti, dalam lingkungan pemukiman dengan
pembangunan rumah sehat, tempat pembuangan sampah, drainase,
dalam bidang transportasi antara lain pembangunan jalan pemukiman,
jalan Desa, jembatan Desa, dan tambatan perahu, dalam bidang energy
antara lain pembangunan pembangkit listrik, tenaga disel, dan
distribusi tenaga listrik, dan dalam bidang informasi & komunikasi
antara lain membangun jaringan internet, telepon umum, dan website
desa. 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, yaitu pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat dengan menyediakan air bersih,
polindes, posyandu, dan MCK, serta dalam bidang pendidikan dengan
menyediakan perpustakaan Desa. 3) Sarana prasarana usaha ekonomi
Desa, yaitu usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk
ketahanan pangan antara lain dengan meyediakan embung Desa,
irigasi Desa, kapal penangkap ikan, dan kandang ternak dan usaha
ekonomi pertanian lainnya yang di fokuskan pada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi
pemasaran antara lain lumbung Desa, penggilingan padi, pondok
wisata dan pasar Desa. 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan
hidup, yaitu meliputi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya,

dan pelestarian lingkungan hidup. 5) Sarana dan prasarana lainnya.
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Perkembangan pembangunan fisik desa sﬁma tahun 2015-

2017 menunjukkan perbaikan, hal ini terlihat dari terbangunnya lebih
dari 952 ribu kilometer jalWDesa, 22.616 unit sambungan air bersih,
914 ribu meter jembatan, 2.201 unit tambatan perahu, 14.597 unit
PAUD, 4.004 unit polindes. 3.106 pasar Desa, 19,485 unit sumur,

103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu, dan 1.338

unit embung Desa.

Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa diarahkan

untuk kegiatan non-fisik terutama pemberdayaan masyarakat dengan

menaedomani hal-hal berikut:

).

2).
3).
3).
4).

5).

6).
7).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan Desa,

Pengembangan kapasitas masyarakat Desa,

Pengembangan ketahanan masyarakat Desa,

Pengembangan system informasi Desa,

Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosigl dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa
penyandang disabilitas,

Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
yang dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa bersama,

Bukungan pengelolaan usaha ekonomi,

Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan

pihak ketiga.
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3.1 Pengurangan Kemiskinan

Dana Desa dirasakan mamfaatnya, dan berkontribusi dalam penurunan
kemiskinan di desa. Hasil penelitian Sukanto, er al (2018)
menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kemiskinan di
Provinsi Banten. Pendekatan geographical weighted regression yang
digunakan juga mengungkapkan dana desa telah mampu mengurungi
tingkat kemiskinan di 121 kecamatan di Provinsi Banten. Dana desa
yang diberikan pemerintah telah digunakan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan dana desa
belum mampu mengentaskan kemiskinan di 17 kecamatan terutama di
wilayah-wilayah desa sangat tertinggal. Kondisi ini disebabkan oleh
penggunaan dana desa yang diterima sebagian besar desa
dipergunakan untuk membuka akses bagi desa-desa tertinggal
terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan. Diketahui desa-desa
yang ada di 17 kecamatan yang relatif tertinggal merupakan daerah
hinterland Kota Pandeglang maupun Kota Serang sehingga
pemenuhan kebutuhan untuk pembangunan dilakukan di pusat kota.
Akibatnya terjadi peningkatan arus modal dari desa ke pusat kota dan
terjadi backwash effect. Artinya, modal yang mengalir ke desa tidak
sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat (capital outflow) atau ada
indikasi kebocoran wilayah (Rustiadi et al. 2011).

Beberapa kajian menunjukkan pembangunan infrastruktur
seperti pisau bermata dua, satu sisi dapat mendongkrak tingkat
kesejahteraan dan sisi ini dapat menyebabkan pengurasan sumber

daya yang berdampak pada meingkatnya prose ‘“‘pemiskininan”,
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Pemikiran tersebut didukung oleh Yustika dan  Baks (2015),
pembangunan infrastruktur (jalan) memang sangat penting, akan
tetapi harus dibangun setelah situasi ekonomi di suatu tempat (daerah
atau desa) telah mapan. Masyarakat lokal yang sudah mapan akan
mampu bersaing dengan pelaku ekonomi dari luar daerah. Namun,
jilka masyarakat lokal belum siap sebaiknya isolasi ekonomi
dilakukan. Fenomena Brain Drain seringkali terjadi dalam
pembangunan wilayah desa. Lancarnya arus barang, modal dan jasa
mengakibatkan migrasi sumber daya desa ke kota terutama SDM yang
berkualitas. Hasil studi Yudha er al. (2018) merekomendasikan agar
pemanfaatan dana desa menjadi lebih efisien dan tepat sasaran

diperlukan optimalisasi fungsi pendamping desa.
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Gambar 8.3 Sebaran Koefisien Dana Desa terhadap Kemiskinan

di Provinsi Banten
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Kajian serupa dilakukan oleh Indriani, Azwardi dan Sukanto
(2020) dengan mengunakan pendekatan yaang sama menyimpulkan
dana desa belum secara optimal berpengaruh terhadap penurunan
kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Secara rinci dijelaskan dana
desa mampu mengurangi tingkat kemiskinan di 40 desa di 7
kecamatan yaitu Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Kelekar,
Kecamatan Belida Darat. Kecamatan Lembak, Kecamatan Lubai,
Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Sungai Rotan. Dalam
peningkatan kesejahtéﬁm masyarakat dana desa digunakan untuk hal-
hal produktif seperti pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat,

pengembangan usaha peternakan dan perikanan, pengembangan

kawasan wisata melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
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di Kabupaten Muara Enim
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3.2 Pengembangan Wilayah
Dana desa digunakan untuk penataan dan pengembangan wilayah,
dalam hal pengembangan wilayah dapat dilihat dari membaiknya nilai
IDM. IDM dijadikan salah satu tolok ukur perkembangan wilayah.
Dimensi-dimensi sebagai indikator pembentuk IDM merujuk pada
pembangunan desa. Misalnya Indeks Ketahanan Sosial yang memuat
Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial dan Permukiman.
Sementara itu Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Keragaman
Produksi Masyarakat, Akses Perdagangan Pasar, Akses Logistik,
Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah. Selain itu, guna
keberlangsungan pembangunan di desa, diukur mengunakan kualitas
lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana.

Data publikasi Kementrian Desa menunjukkan penggunaan
Dana Desa memberikan manfaat terhadap pengembangan wilayah
Desa di Indonesia yang dilihat melalui peningkatan status Desa. Pada
tahun 2015 terdapat 13.453 Desa yang berstatus sebagai Desa sangat
tertinggal, 33.592 Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal , 22.882
Desa yang berstatus sebagai Desa berkembang, 3.608 Desa yang
berstatus sebagai Desa maju, dan 179 Desa yang berstatus sebagai
Desa mandiri. Kemudian di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah Desa
yang berstatus sebagai Desa sangat tertinggal sebesar 18,11 persen
menjadi 2.437 Desa, kemudian Desa yang berstatus sebagai Desa
tertinggal juga turut mengalami penurunan sebesar 41,39 persen
menjadi 13.905 Desa, sementara untuk Desa yang berstatus sebagai
Desa berkembang pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan

sebesar 42,58 persen menjadi 39.850 Desa, sama seperti Desa
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berkembang, Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga mengalami
peningkatan sebesar 69,70 persen menjadi 11.900 Desa, kemudian
jumlah Desa mandiri juga mengalami kenaikan sebesar 89,7 persen

menjadi 1.742 Desa (Tabel 1.1).

Tabel 8.1

Perkembangan Tipologi Desa di IndonesiaTahun 2015 dan 2020

Status Desa 2015 2020 Pengurangan/

Penambahan

Desa

Desa Sangat Tertinggal 13.453 2.449 (11.004)
Tertinggal 33.592  13.939 (19.653)
Berkembang 22.882 39.852 16.970
Maju 3.608 11.900 8.292
Mandiri 179 1.742 1.563

Perubahan status desa tahun 2018 dan tahun 2020 di Pulau
Sumatera menunjukkan klasifikasi sangat tertinggal tersisa 894 desa,
sementara kategori tertinggal menurun menjadi 11.274 desa. Dua
klasifikasi ini identik dengan “kantong” kemiskinan. Kategori desa
berkembang mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar
56,27 persen atau meningkat dari 8.565 desa menjadi 13.386 desa.
Desa dengan klasifikasi maju naik dari 908 desa menjadi 2.457 desa
(170,59 persen), dan desa mandiri meningkat dari 49 desa menjadi
283 desa (477,55 persen). Secara spasial, provinsi yang memiliki desa
sangat tertinggal yaitu provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.162 desa
pada tahun 2018, dan menurun separuhnya menjadi 623 desa di tahun

2020. Sementara itu, kategori desa tertinggal terbanyak di Provinsi
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Aceh, tahun 2018 sebanyak 3.624 desa menurun menjadi 2.404 desa.
Kotegori desa maju atau Nagari Maju terbanyak di Provinsi Sumatera
barat yaitu sebesar 203 desa dan meningkatkan menjadi 348 desa
tahun 2020. Desa mandiri, menunjukkan peningkatan yang cukup
berarti, masing-masing provinsi mencatatkan perkembangan yang
baik. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memiliki loncatan
terbesar dalam peningkatan jumlah desa mandiri. Bila pada tahun
2018 hanya 6 desa, meningkat menjadi 87 desa di tahun 2020, urutan
berikutnya adalah Provinsi Riau meningkat dari 4 desa menjadi 61
desa. Fakta ini menguatkan argumen bahwa dana desa telah mampu
mendorong perkembangan wilayah desa, walaupun disadari ada faktor

lain yang ikut berperan dalam peningkatan status tersebut.

Tabel 8.2 Perkembangan Tipologi Desa di Regional Sumatera

2018 dan 2020
PROVINSI Perubahan Status IDM dari 2015-2020 Desa-Desa di Pulan Sumatera
SANGAT TERTINGGAL BERKEMBANG MAJU MANDIRI

TERTINGGAL

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020
ACEH 560 205 3.624 2404 2138 3.458 161 397 13 32
SUMUT 1.162 623 2760 1.831 1397 2.726 96 228 2 9
SUMBAR 19 4 189 65 505 466 203 348 12 45
RIAL 113 35 683 35 728 bt 63 287 4 61
JAMBI 53 2 551 154 676 871 113 285 6 87
SUMSEL 181 14 1.639 516 981 2052 51 2604 1
BENGKULU 41 5 6l4 290 611 908 71 129 4 9
LAMPUNG 113 6 1.086 [ 1.144 1.812 86 370 6 21
BABEL 0 0 17 U] 240 102 51 102 1 11
KEPRI 6 0 11 34 145 47 13 47 0 1

JUMLAH  2.248 894 11274 5335 B.S565 13386 908 2457 49 283

Sumber: https://idm.kemendesa.go.id, 2020 (diolah)
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Pada tingkat mikro daerah, Dana Desa mampu berperan dalam
pengembangan wilayah melalui peningkatan status Desa di Kabupaten
Muara Enim yang pada tahun 2014 memiliki 18 Desa yang berstatus
sebagai Desa sangat tertinggal turun menjadi 6 Desa pada tahun 2018,
Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal sebanyak 145 Desa turun
menjadi 115 Desa di tahun 2018, kemudian Desa yang berstatus
sebagai Desa berkembang mengalami peningkatan, yang semula
sebanyak 78 Desa di tahun 2014 menjadi 115 Desa di tahun 2018,
Desa yang berstatus sebagai Desa maju juga ikut mengalami kenaikan
yang semula 4 Desa, kemudian menjadi 5 Desa di tahun 2018.
Sedangkan hasil analisis pola spasial sebaran penduduk miskin di
kabupaten muara enim bersifat mengelompok (Clustered) dan Dana
Desa memiliki pengaruh yang beragam pada setiap lokasi pengamatan

(Indriani, Azwardi, Sukanto; 2020).

4. Kesimpulan

Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain
terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur desa seperti jalan,
jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, drainase dan
irigasi, posyandu, dan embung Desa. Selain itu, Dana Desa juga
bermantfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa yang
ditunjukan dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan,
menurunya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Namun demikian,
secara spasial diperoleh hasil dana desa belum mampu mengurangi

kemiskinan.
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Penggunaan Dana Desa juga bermanfaat terhadap
pengembangan wilayah Desa di Indonesia yang dilihat melalui
peningkatan status desa (Indeks Desa Membangun). Tahun 2015
jumlah Desa di Indonesia yang berstatus sebagai Desa sangat
tertinggal sebanyak 13.453 kemudian mengalami penurunan menjadi
2437 Desa, Desa yang berstatus sebagai Desa tertinggal sebanyak
33.592 Desa dan mengalami penurunan menjadi 13.905 Desa, Desa
yang berstatus sebagai Desa berkembang sebanyak 3.608 Desa dan
meningkat menjadi 39.850 Desa di tahun 2020. Selanjutnya, Desa
yang berstatus sebagai Desa maju juga mengalami peningkatan dari
yang semula 3.608 Desa menjadi 11900 Desa, dan Desa yang
berstatus sebagai Desa mandiri yang semula sebanyak 179 Desa
menjadi 1.742 Desa.

Oleh karena itu, optimaliasi dana desa memerlukan sinergitas
Dana Desa, Bumdes, dan Koperasi Perdesaan agar kemajuan desa
dapat berkesinambungan. Selain itu, diperlukan penigkatan kapasitas
petani, nelayan dan warga perdesaan agar mempunyai akses dalam
pemanfaatan infrastruktur fisik, akses pasar dan modal sehingga
fenomena brain drain dan ekploitasi sumber daya alam desa dapat

diatasi.
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